
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 247, 2021 KEMENAKER. JKK. JKM. JHT. Tata Cara. 

Pencabutan. 
 
 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  

REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM  

JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN,  

DAN JAMINAN HARI TUA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan 

Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah, 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja 

Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi, dan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari 

Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 
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Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua  bagi 

Peserta Bukan Penerima Upah sudah tidak sesuai 

dengan kebutuhan perkembangan terhadap perlindungan 

peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), 

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), 

Pasal 35 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), 

Pasal 45 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), 

Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian, Pasal 25 ayat (6), Pasal 25 ayat (7), 

dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian, Pasal 13 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelengaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta Pasal 

6 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 

tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, 

diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai 

penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, dan jaminan hari tua yang lebih terstruktur 

dan sistematis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;  

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6427); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5730); 

6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang 

Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 253); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213); 

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 108); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA 

CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN 

KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN 

HARI TUA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat 

JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau 

pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta 

mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang 

disebabkan oleh lingkungan kerja.  

2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah 

manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris 

ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan 

Kerja.  

3. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah 

manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat 

Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau 

mengalami Cacat Total Tetap.  

4. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam 

hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam 

perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau 

sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh 

lingkungan kerja.  
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5. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK 

adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan 

dan/atau lingkungan kerja.  

6. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan 

tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana 

Pekerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh Pekerja 

untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat 

sumber atau sumber-sumber bahaya. 

7. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi 

tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara 

langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang 

atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan 

pekerjaannya.  

8. Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang 

atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara 

langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang 

atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan 

pekerjaannya. 

9. Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau 

hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara 

langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang 

atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan 

pekerjaannya. 

10. Cacat Total Tetap adalah Cacat yang mengakibatkan 

ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.  

11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, 

badan hukum, atau badan-badan lainnya yang 

mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara 

yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar 

gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.  

12. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang 

perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya 

yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 

Upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang 

bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang 

telah membayar Iuran. 
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